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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Tahun 2021.
Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran
strategis Tahun 2021. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB
No0.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang
berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas dan transparansi
pelaksanaan tugas fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku serta
pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu
peningkatan kinerja setiap Bidang dan UPTD. Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Maluku diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan
indikator keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam
Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan
melalui Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Tahun 2021 ini,
diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas,
dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas pada tahun-
tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Dinas secara keseluruhan dalam

mewujudkan Good Governance dan Clean Governmen.
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BAB I.
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Maluku Tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri
Pemberdayan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja merupakan bagian dari
implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong
terwujudnya sebuah Pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Dengan
disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Maluku Tahun 2021 diharapkan dapat : 1. Memberikan informasi kinerja yang
terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku. 2. Mendorong Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Maluku dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan
benar sesuai peraturan perundangan, kebijakan serta mampu dipertanggungjawabkan
3.Menjadi upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Maluku untuk meningkatkan kinerjanya.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku merupakan bagian dari
satu tatanan pemerintahan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai Dinas Otonom yang
terbentuk dan merupakan instansi yang mendukung pembangunan daerah khususnya
dibidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian sesuai dengan Peraturan Daerah
(PERDA) Nomor : 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Dinas Provinsi Maluku. Tugas dan Fungsi dibidang Ketenagakerjaan dan
Ketransmigrasian ini dijabarkan ke dalam fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku yang diatur dalam Peraturan Gubernur
Maluku Nomor 21 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. Menetapkan program kerja dinas tenaga kerja dan transmigrasi Provinsi Maluku
berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas;

b. Mengkordinasikan pelaksanaan tugas dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Maluku sesuai dengan Program yang telah ditetapkan dan
kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;

c. Membina bawahan dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Maluku dengan cara mengadakan Rapat/Pertemuan dan bimbingan secara berkala
agar diperoleh kinerja yang diharapkan;

d. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Maluku sesuai dengan tugas tanggungjawab, permasalahan



dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran
pelaksanaan tugas;

e. Merumuskan Kkebijakan dibidang penempatan, pelatihan tenaga kerja dan
produktivitas, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, pengawasan
ketenagakerjaan, ketransmigrasian sesuai ketentuan yang berlaku untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

f. Merumuskan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang penempatan, pelatihan
tenaga kerja dan produktivitas, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga
kerja, pengawasan ketenagakerjaan, ketransmigrasian sesuai ketentuan yang
berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

g. Merumuskan pelaksanaan pembinaan teknis dibidang tenaga Kkerja dan
transmigrasi berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan program dan
kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien ;

h. Merumuskan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan
pemerintahan dibidang tenaga kerja dan transmigrasi sesuai ketentuan yang
berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas ;

i. Memantau layanan administrasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Maluku secara berkala untuk memastikan kelancaran
pelaksanaan tugas satuan kerja secara optimal ;

J.  Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di Lingkungan Dinas Tenaga kerja dan
Transmigrasi Provinsi Maluku dengan cara membandingkan rencana dengan
kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana
yang akan datang;

k. Melaporkan pelaksanaan tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Maluku sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas
Kinerja ; dan

I.  Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun
tertulis berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan program dan

kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

a
L= ASPEK ORGANISASI

Dinas Tenga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku dipimpin seorang Kepala Dinas
yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Gubernur
melalui Sekretaris Daerah. Dalam menjalankan tugas yang diemban, Kepala Dinas

Nakertrans Provinsi Maluku didukung oleh unsur - unsur organisasi yang terdiri dari :

1. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada
seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Provinsi Maluku.



Dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat didukung oleh unit kerja yang lebih kecil,

yaitu terdiri dari :

1) Subbagian Umum;
2) Subbagian Kepegawaian;
3) Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
4) Subbagian Keuangan dan Aset
Tiap Subbagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya

bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat (Sekretaris Dinas).

2. Bidang Hubungan Industrial
Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Hubungan Industrial didukung oleh unit kerja
yang lebih kecil, yaitu terdiri dari :
1) Seksi Pengupahan, Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Persyaratan Kerja :
2) Seksi Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial
Tiap Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung

jawab kepada Kepala Bidang.

3. Bidang Pengawasan
Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Pengawasan didukung oleh unit kerja yang lebih
kecil, yaitu terdiri dari :
1) Seksi Pengawasan Norma Kerja, Jaminan Sosial Perempuan dan Anak dan
Penegakan Hukum Ketenagakerjaan:
2) Seksi Pengawasan Norma Kesalamatan Kerja
Tiap Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung

jawab kepada Kepala Bidang.

4. Bidang Pentalatas
Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Pentalatas didukung oleh unit kerja yang lebih
kecil, yaitu terdiri dari :
1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Informasi Pasar
Kerja :
2) Seksi Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas
Tiap Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung

jawab kepada Kepala Bidang.

5. Bidang Transmigrasi
Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Transmigrasi didukung oleh unit kerja yang lebih
kecil, yaitu terdiri dari :
1) Seksi Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi :
2) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Tiap Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung

jawab kepada Kepala Bidang.



6. Unit Pelaksana Teknis

o

- ® o o

Balai K3 dan Hiperkes Ambon

Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Regional I - Kelas A
Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Regional | - Kelas A
Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Regional | - Kelas A
Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Regional | - Kelas A
Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Regional I - Kelas A

7. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Fungsional Mediator Hubungan Industrial

b. Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan

C.

Fungsional Pengantar Kerja

ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku didukung oleh 100 personil yang
terbagi berdasarkan lokasi kerja seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Jumlah
tersebut berdasarkan data kepegawaian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
periode 31 Desember 2021.

SEEBARAN ASN LINGKUP IDINAS
NAKERTRANS PIROVINSI MALYKY

M Dinas

B Balai Hiperkes

7ASN = WAS.REG |
- et B WAS.REG II
B WAS.REG Il
= WAS.REG IV
WAS.REG V

<+ Menurut Sub Unit Kerja

1. Kantor Dinas, sebanyak 55 personil tersebar pada Sekretariat dan 4 bidang bidang

teknis menempati kantor Dinas Nakertrans Provinsi Maluku di Kecamatan
Sirimau, Kota Ambon

. UPTD Balai Hiperkes sebanyak 12 personil yang menempati kantor UPTD Balai

Hiperkes di Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon

. UPTD Pengawasan Regional |1 Klas A sebanyak 11 personil yang menempati

Kantor UPTD Pengawasan Regional | Klas A di Desa Passo Kecamatan Baguala
Kota Ambon dengan Wilayah Kerja mencakup Kota Ambon dan Kabupaten Seram
Bagian Barat

. UPTD Pengawasan Regional Il Klas A sebanyak 7 personil yang menempati

Kantor UPTD Pengawasan Regional Il Klas A di Kab. Maluku Tengah dengan
Wilayah Kerja mencakup, Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram
Bagian Timur



5. UPTD Pengawasan Regional 11l Klas A sebanyak 6 personil yang menempati
Kantor UPTD Pengawasan Regional 111 di Kabupaten. Buru dengan Wilayah Kerja
Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan.

6. UPTD Pengawasan Regional IV Klas A sebanyak 6 personil yang menempati
Kantor UPTD Pengawasan Regional IV di Kabupaten. Maluku Tenggara dengan
Wilayah Kerja Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual dan Kabupaten Kepulauan
Tanimbar.

7. UPTD Pengawasan Regional V Klas A sebanyak 3 personil yang menempati
Kantor UPTD Pengawasan Regional V di Kabupaten. Kep.Aru dengan Wilayah
Kerja Kabupaten Kep.Aru dan Kabupaten Maluku Barat Daya.

+ Menurut Jabatan :
- Eselonll :1O0rang
- Eselon Il : 10 Orang
- Eselon IV : 28 Orang
- Staf : 61 Orang

+ Menurut Golongan
- Golongan IV : 10 Orang
- Golongan I11 : 79 Orang
- Golongan Il : 9 Orang
- Golongan| : 2 Orang

+ Menurut Tingkat Pendidikan

- S3 D o-

- 32 11 Orang
- S1 : 62 Orang
- Sarmud/D3 : 7 Orang
- SLTA : 18 Orang
- SLTP -

- SD : 2 Orang

+ Menurut Bidang Tugas Pada Unit Organisasi

- Sekretariat : 21 Orang (5 Bidang Tugas)
- Bidang Pentalatas : 8 Orang (3 Bidang Tugas)
- Bidang HI dan Syarat Kerja : 9 Orang (3 Bidang Tugas)
- Bidang Pengawasan KK : 5 Orang (3 Bidang Tugas)
- Bidang Transmigrasi : 10 Orang (3 Bidang Tugas)
- UPTD Pengawasan Regional I  : 11 Orang (4 Bidang Tugas)
- UPTD Pengawasan Regional Il : 7 Orang (4 Bidang Tugas)
- UPTD Pengawasan Regional Il : 6 Orang (4 Bidang Tugas)

- UPTD Pengawasan Regional IV : 6 Orang (4 Bidang Tugas)
- UPTD Pengawasan Regional V : 3 Orang (4 Bidang Tugas)
- UPTD Balai Hiperkes : 12 Orang (4 Bidang Tugas)

ASPEK PENDANAAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada tahun 2021 Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku didanai oleh anggaran yang bersumber
dari APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.13,332,443,026. Adapun untuk
rician alokasi anggaran program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Provinsi Maluku dapat dilihat pada bagian akuntabilitas keuangan laporan LKIP ini.



MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi
dan nepotisme (KKN) disetiap instansi pemerintah menuju tercapainya pemerintahan
yang baik, maka Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku sebagai salah
satu Organisasi Perangkat Daerah memiliki komitmen untuk membuka diri
(transparance) atas setiap informasi program/kegiatan yang dilaksanakan. Sehubungan
dengan hal tersebut penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku tahun 2021 mempunyai maksud dan

tujuan sebagai berikut :

+ MAKSUD
Maksud penyusunan LKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku
adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Gubernur Maluku dan instansi
penilai kinerja tentang capaian Kinerja Dinas Tahun 2021 atas pengelolaan anggaran
dan pelaksanaan program/kegiatan yang telah diperjanjikan dalam Dokumen
Perjanjian Kinerja dalam rangka mencapai Visi dan Misi Gubernur dan Wakil

Gubernur .

+ TUJUAN
Tujuan penyusunan adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian Kinerja
kegiatan dan sasaran indikator kinerja dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang
akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja yang dilaksanakan selama 1 (satu)

tahun anggaran mulai 1 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022.

ISU STRATEGIS

Dengan melakukan analisis lingkungan strategis yang didasarkan pada permasalahan-
permasalahan mendasar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku baik
internal maupun eksternal, telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah serta telaahan Renstra
Kementerian/Lembaga maka berikut ini merupakan isu-isu Strategis pada Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku adalah sebagai berikut :

1. Masalah covid 19 masih menjadi kendala dalam proses pelaksanaan

Program/Kegiatan.
2. Masih terbatasnya kesempatan kerja, kemampuan pekerja / skill, dan kualifikasi

tenaga kerja yang masih belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku tahun 2021
merupakan suatu media yang mengkomunikasikan pencapaian target kinerja organisasi di
tahun 2021. Pencapaian target kinerja organisasi pada periode tersebut diukur melalui

perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang berfungsi sebagai tolak



ukur keberhasilan organisasi dalam satu tahun. Melalui analisis capaian target kinerja,

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku akan mampu untuk

mengide

ntifikasi celah kinerja (performance gap) yang dapat disempurnakan di masa

yang akan datang.

Berdasarkan uraian di atas, sistematika penyajian LKIP Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Maluku tahun 2021 dijabarkan sebagai berikut:

Bab | : Pendahuluan

Bab 11

Bab 111

Bab IV :

Menjelaskan secara ringkas profil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Maluku serta menjabarkan maksud, tujuan penyusunan dan penyampaian LKIP
tahun 2021.

: Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Mengikhtisarkan beberapa hal penting

dalam perencanaan dan perjanjian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
tahun 2021.

- Akuntabilitas Kinerja
Menguraikan analisis capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Maluku, baik capaian kegiatan maupun sasaran strategis tahun 2021

termasuk akuntabilitas keuangan.

Penutup
Menjelaskan Kesimpulan menyeluruh serta uraian rekomendasi yang diperlukan

bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Lampiran - Lampiran



BAB Il
- PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis
memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya agar mampu
menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Analisis terhadap
lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting
dalam memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities)
dan tantangan (threats) yang ada. Analisa terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan
merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah. Selanjutnya,
renstra beserta rencana dan capaian target kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Maluku tahun 2021 diuraikan lebih lanjut dalam bab ini.

2.1 Rencana Strategis

/_!4 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Dan Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja Dan
@"( Transmigrasi Provinsi Maluku.

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku tahun 2019 —

2024 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Maluku Tahun 2019-2024. Adapun Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
=

Provinsi Maluku adalah sebagai berikut :
!'Eé;_ ‘k'

=7

“ Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani, terjamin dalam
kesejahteraan dan berdaulat atas gugusan kepulauan “

N

+ Visi tersebut mengandung makna :

I. Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani, mengandung makna :
Seluruh jajaran pemerintah Provinsi Maluku harus bebas dari segala bentuk
praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme serta memiiki kewajiban melayani
masyarakat dengan hati yang jujur dalam penyelenggaraan pemerintahan di
Maluku.

I1. Maluku yang terjamin dalam kesejahteraan bermakna :
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Gubernur dan Wakil Gubernur beserta
seluruh jajaran pemerintahan Provinsi Maluku, memiliki komitmen kuat untuk
menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memperkecil kesenjangan
sosial dan ekonomi masyarakat diseluruh wilayah Provinsi Maluku

I1l. Maluku yang berdaulat atas gugusan kepulauan bermakna :
Pengelolaan sumber daya alam diseluruh wilayah kepulauan Provinsi Maluku,
dilakukan dengan memanfaatkan segala kewenangan yang ada untuk sebesar-
besarnya kesejahteraan masyarakat Maluku.



+ Sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan, maka misi pembangunan Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku 2019 - 2024 adalah :
I. Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani ;
Il. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan ;
I11. Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata;
IV. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan
berprestasi;

2.2 (T )ujuan dan Sasaran

\/

Tujuan merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju di akhir periode perencanaan.
Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi serta dilengkapi dengan sasaran strategis yang hendak
dicapai dalam rangka mencapai Vvisi dan misi Pemerintah Provinsi Maluku yang tertuang dalam
RPJMD tahun 2019-2024.

+ TUJUAN

TUJUAN BIDANG KETENAGAKERJAAN

1) Meningkatkan kompetensi pencari kerja ;

2) Mendorong terciptannya kesempatan kerja di sektor formal maupun sektor informal ;

3) Meningkatkan suasana kondusif dalam berinvetai, meningkatkan kesejahteraan dan
perlindungan terhadap tenaga kerja ;

TUJUAN BIDANG KETRANSMIGRASIAN

1) Mendorong pengembangan wilayah dan puat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan
transmigrasi ;

2) Meningkatkan kualitas masyarakat dan permukiman di kawasan transmigrasi ;

TUJUAN BIDANG PEMBINAAN APARATUR
1) Meningkatkan kompetensi dan profesional, Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam
pelayanan publik.

+ SASARAN

SASARAN BIDANG KETENAGAKERJAAN

1) Terserapnya pencari kerja di pasar kerja ;

2) Mengurangi pengangguran melalui penempatan tenaga kerja dan penciptaan
kesempatan kerja yang produktif ;

3) Tercapainnya perlindungan dan kesejahteraan serta terpenuhinya hak tenaga kerja ;

4) Mewujudkan aparatur yang berkualitas dan memiliki etos kerja

SASARAN BIDANG KETRANSMIGRASIAN

1) Terciptanya kemandirian kawasan transmigrasi untuk menunjang ketahanan pangan
dan pembangunan daerah ;

2) Terwujudnya kemandirian masyarakat dan kawasan transmigrasi ;

SASARAN BIDANG PEMBINAAN APARATUR
1) Mewujudkan aparatur yang berkualitas dan memiliki etos kerja .




2.3 rategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan
pedoman dan petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan berbagai program dan
kegiatan. Kebijakan harus disusun dengan didasarkan pada faktor lingkungan strategis yang
melingkupinya, untuk dapat ditemukan pilihan-pilihan strategis dan faktor-faktor kunci
keberhasilannya.

Strategi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku dalam mendukung
pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku periode

2019 - 2021 adalah sebagai berikut :

e

Meningkatkan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan
pelatihan

Meningkatkan pendayagunaan aparatur melalui penyiapan
sarana dan prasarana perkantoran

Meningkatkan pendapatan ASN ;

Menempatkan ASN sesuai potensi dan kemampuan serta
tugas dan fungsi yang sesuai kewenangan

Pengembangan dan Pembangunan kawasan transmigasi
yang berbasis kebutuhan daerah

Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan sumber daya
kawasan transmigrasi

Peningkatan penyelsaian kasus melalui Perjanjian Bersama
(PB), Peningkatan Upah Minimum dan Kepesertaan Tenaga
Kerja dalam Program BPJS

Pembinaan dan pemberdayaan serana hubungan industrial

Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum
ketenagakerjaan di perusahaan ;

Peningkatan kualitas dan kuantitas pegawai pengawas
ketenagakerjaan

Meningkatkan keahlian dan kompetensi pencari kerja
melalui pendidikan, pelatihan serta pemagangan ;

Meningkatkan peran lembaga pelatihan kerja kerja swasta :

Memperluas dan mempermudah akses bagi pencari kerja
dalam mencari pekerjaan;




Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku dalam mendukung
pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku periode
2019 - 2024 adalah sebagai berikut :

Pendidikan dan Pelatihan teknis bagi aparatur ;

Peningkatan sarana dan prasarana ;

Pemberian tunjangan kinerja yang sesuai dengan beban kerja dan
produktivitas ;

Mengembangkan kawasan transmigrasi sesuai pola dan
kharakteristik wilayah ;

Peningkatan kualitas pembinaan dan pemberdayaan kawasan
transmigrasi sesuai dengan potensi kawasan

Peningkatan kapasitas mediator hubungan industrial serta
peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan perlindungan tenaga

kerja ;

\ J

4 N
Peningkatan fungsi sarana hubungan industrial ;

\ J

4 N
Pendidikan dan pelatihan bagi mediator hubungan industrial dan
rekrutmen calon mediator hubungan industrial ;

\ J

4 N
Peningkatan pengawasan ketenagakerjaan di perusahaan ;

\ J

4 N
Pendidikan dan pelatihan bagi pengawas ketenagakerjaan dan
rekrutmen calon pengawas ketenagakerjaan

\ J

( Peningkatan pemahaman kepada pengusaha dan pekerja terkait A
dengan pentingnya higienitas lingkungan kerja dan kesehatan
tenaga kerja serta tanggap darurat kecelakaan (Emergancy Respon

\ Planning) ;; )

( N
Pendayagunaan tenaga kerja yang dilakukan melalui pelatihan
berbasis masyarakat dan wira usaha

\ J

( N

Akreditasi lembaga pelatihan kerja swasta ;




Pembentukan Skill Development Center serta lembaga sertifikasi
profesi pihak 2 (LSP-2) dan Tempat Uji (TUK) ;

Terserapnya pencari kerja di pasar kerja melalui pameran pasar
kerja (Maluku Job Fair) dan pada karya produktif ;

Terserapnya tenaga kerja melalui usaha mandiri produktif ;

2.4 Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perjanjian Kkinerja adalah
lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada
pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan
indikator kinerja. Selanjutnya, peraturan dimaksud menjelaskan bahwa melalui perjanjian
kinerja, diharapkan akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima
dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta
sumber daya yang tersedia. Secara formal, pernyataan kinerja/perjanjian kinerja antara Kepala
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku dengan Gubernur Provinsi Maluku
beserta formulir Perjanjian Kinerja BKD Provinsi Maluku tahun 2021 yang mengacu pada
Peraturan Menteri dimaksud terdapat dalam daftar lampiran, dan secara ringkas diilustrasikan
dalam matriks berikut :

Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Provinsi Maluku Tahun 2021

NO SASARAN INDIKATOR TARGET
INDIKATOR CAPAIAN
1 2 3 4
1. | Terserapnya pencari kerja di pasar Besaran tenaga kerja 27,66 %
kerja yang ditingkatkan

mendapat pelatihan
berbasis kompetensi

2. | Mengurangi pengangguran melalui Besaran pencari kerja 3%
penempatan tenaga kerja dan yang terdaftar yang
penciptaan kesempatan kerja yang ditempatkan
produktif
3. | Tercapainya perlindungan dan Presentase kasus yang 66.5 (%)
kesejahteraan serta terpenuhinya hak | diselesaikan dengan
tenaga kerja perjanjian bersama
(PB)

Jumlah pekerja/buruh 80.000 Orang
yang menjadi peserta
program BPJS Aktif

Besaran pemeriksaan 2.240
perusahaan Perusahaan
Besaran perusahaan 2.96 %

dan tenaga kerja yang
mendapat pengujian
lingkungan kerja




dan pemeriksaan
kesehatan tenaga
kerja

berkualitas dan memiliki etos kerja

ditingkatkan
kompetensi

4. | Terwujudnya kemandirian Jumlah masyarakat 5 Kelompok
masyarakat dan kawasan transmigrasi lokal dan
transmigrasi regional yang
diberdayakan
5. | Mewujudkan aparatur yang Jumlah pegawai yang 10 Orang

Dalam mewujudkan target kinerja Tahun 2021 tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Maluku mendapat dukungan anggaran Belanja Langsung yang bersumber dari APBD
Perubahan sebesar Rp.4.141.920.925.000 dan APBN Tahun 2021 sebesar Rp.2,873,973,000
yang digunakan untuk melaksanakan 9 (sembilan) Program, 16 (enam belas) Kegiatan dengan

rincian : APBD 6 (enam) Program dan 13 (tiga belas) Kegiatan , APBN 3 (tiga) Program dan 3

(tiga) kegiatan.

Program/Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Maluku Tahun 2021 Sumber Dana APBD

NO PROGRAM /KEGIATAN LOKASI/KEC/DESA | ANGGARAN
(Rp)
1 2 3 4
1. | Program Penunjang Urusan Kota Ambon 2,666,384,145
Pemerintahan Daerah Provinsi
2. | Program Pelatihan Kerja dan Kota Ambon 766,791,482
Produktivitas Tenaga Kerja
3. | Program Penempatan Tenaga Kerja Kota Ambon 78,517,623
4. | Program Hubungan Industrial 11 Kab/Kota 298,905,475
5. | Program Pengawasan 11 Kab/Kota 153,475,238
Ketenagakerjaan
6. | Program Perencanaan Kawasan Lokasi Trans (Kab..) 177,846,962
Transmigrasi
JUMLAH 4,141,920,925
Program/Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Maluku Tahun 2021 Sumber Dana APBN
NO PROGRAM /KEGIATAN LOKASI/KEC/DESA | ANGGARAN
(Rp)
1 2 3 4
1. | Program Pembinaan Ketenagakerjaan Kota Ambon 547,899,000
2. Program Daerah Tertinggal, Kawasan 11 Kab/Kota 367.641.000
Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi
3. | Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Lokasi Transmigrasi 1.958,433,000
JUMLAH 2,873,973,000
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Hasil pengukukan Kinerja terhadap 6 (enam) sasaran strategis yang ditetapkan dalam 9
(sembilan) Indikator Kinerja, menunjukan bahwa secara umum Dinas Tenaga Kerja da
Transmigrasi Provisi Maluku dapat dikatakan telah mencapai target dan sasaran kinerja, baik
terkait pelaksanaan pembangunan dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasiaan. Meski dalam
pelaksanaanya terdapat beberapa indikator yang tidak memenuhi target pencapaian Kinerja.
Pegukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari penilaian yang sistematik dan didasarkan pada

kelompok idikator kinerja.

3.1 PENGUKURAN KINERJA
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandigkan antara target kinerja dengan realisasi
kinerja sebagai berikut :

Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan metode pembandingan capaian kinerja
sasaran. Dimana metode pembandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan
membandingkan antara rencana kinerja yang diiginkan dengan realisasi kierja yang dicapai
oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku.

Apabila semakin tinggi realisasi menunjuka semakin tingginya kinerja, atau semakin
rendahnya realisasi menunjukan semakin rendahnya kinerja. Rumus yang digunakan

sebagai berikut :

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendahnya kinerja atau semakin
rendahnya realisasi menunjukan semakin tingginya Kinerja rumus yang digunakan
sebagai berikut :

TARGET—(REALIASI-TARGET
TARGET—(REALIASI_TARGET) ¥ 100 %
TARGET

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA =

atau

(2 X TARGET)—REALISASI
TARGET

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA = X 100 %




Melalui pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian atas
target dari masing - masing indikator sasaran yang telah ditetapkan maka dapat diketahui nilai
atau angka keberhasilan indikator kinerja.

3.1.1 Metode Peyimpulan Capaian Kinerja
Hasil pengukuran atas capaian kinerja disimpulkan berdasarkan masing - masing indikator
kinerjanya. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran sebagai

berikut :
URUTAN RENCANA KATEGORI
CAPAIAN CAPAIAN
I > 85 Sangat Berhasil
I 70 <X <85 Berhasil
Il 55<X <85 Cukup Berhasil
\Y/ <55 Tidak Berhasil

3.2 PENGUKURAN KINERJA DISNAKERTRAN PROV. MALUKU TAHUN 2021

TABEL. 3.1
Tingkat Capaian Indikator Kinerja Utama 2021

NO SASARAN INDIKATOR | TARGET | REALISASI %
STRATEGIS KINERJA
1 2 3 4 5] 6
1. Terserapnya Jumlah 2.000 2.185 109.25 %
pencari kerja di tenaga kerja
pasar kerja yang
ditingkatkan
mendapat
pelatihan
berbasis
kompetensi
2. Mengurangi Besaran 3% 0.99 % 0.33%
pengangguran pencari kerja
melalui yang
penempatan tenaga | terdaftar
kerja dan yang
penciptaan ditempatkan
kesempatan kerja
yang produktif
3. Jumlah pencari Presentase 66,5 % 64,66 % 96,96 %
kerja yang terdaftar | kasus yang
yang ditempatkan diselesaikan
dengan
perjanjian
bersama (PB)
Jumlah 80.000 28.561 35.70 %
Pekerja / Orang Orang
Buruh yang
menjadi
peserta
program
BPJS aktif
Jumlah 2.240 1.329 59.33
Pemeriksaan | Perusahaan | Perusahaan %
perusahaan




Besaran 2,96 Persen | 3,08 Persen | 104.05 %
perusahaan
dan tenaga
kerja yang
mendapat
pengujian
lingkungan
kerja dan
pemeriksaan
kesehatan
tenaga kerja
4. Terwujudnya Jumlah 5 - -
kemandirian masyarakat Kelompok
masyarakat dan transmigrasi
kawasan lokal dan
transmigrasi regional yang
diberdayakan
5. Mewujudkan Jumlah 10 Orang 5 Orang 50 %
aparatur yang pegawai yang
berkualitas dan ditingkatkan
memiliki etos kerja | kompetensi

3.3 CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan pedoman di atas, pencapaian target kinerja Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Maluku tahun 2021 diukur dengan membandingkan target kinerja
yang ditetapkan dengan realisasinya dalam perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku dengan Gubernur Provinsi Maluku. Pengukuran

sasaran kinerja terhadap realisasinya diuraikan dalam tabel.berikut :

3.2.1 Sasaran I. : Terserapnya Pencari Kerja di Pasar Kerja

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

SKALA
NO | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | CAPAIAN PENGUKURAN ORDINAL
KINERJA KINERJA | Sangat Berhasil | Cukup Kurang
Berhasil | (70s.d Berhasil | Berhasil
(85s.d | 85) (55sd | (<55)
100) 70)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. | Jumlah tenaga 2000 2185 109.25% v
kerja yang Tenaga Tenaga
ditingkatkan Kerja Kerja
mendapat
pelatihan
berbasis
kompetensi

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja pada sasaran | Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku tahun 2021 yang diukur berdasarkan skala
pengukuran ordinal berada pada posisi Skala Sangat Berhasil. Dari target 2000 tenaga kerja
yang ditetapkan untuk capaian indikator tahun 2021 capaian indikator ini terealisasi 2.185

orang tenaga kerja atau 109.25 %.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Sebelumnya

ditingkatkan mendapat
pelatihan berbasis

kompetensi

NO | INDIKATOR KINERJA REALISASI PERSEN
2020 2021
1 2 8 4 )
1. | Jumlah tenaga kerja yang 960 2185 227 %

Tenaga Kerja

Tenaga Kerja




C.

Dengan Target RPIMD

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini, Tahun Sebelumnya,

REALISASI TARGET
NO | INDIKATOR KINERJA 2020 2021 RPJMD
2024
1 2 3 4 )
1. | Jumlah tenaga kerja yang 960 2185 21,67

ditingkatkan mendapat
pelatihan berbasis
kompetensi

Tenaga Kerja

Tenaga Kerja

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini, Dengan Standart Nasional

NO INDIKATOR KINERJA REALISASI STANDART
KINERJA NASIONAL
1 2 3 4
1. Jumlah tenaga kerja yang 2185 250,000
ditingkatkan mendapat pelatihan Tenaga Kerja Tenaga Kerja
berbasis kompetensi

e.

h.

Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja
%+ Penyebab keberhasilan pada indikator sasaran 1 (satu) adalah :
1. Dukungan anggaran dari APBD dan APBN yang maksimal, serta pelatihan yang
diselengarakan oleh BLK yang dilakukan berkesinambungan sesuai dengan
kebutuhan pasar kerja untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja.

% Alternative yang mendukung keberhasilan :

1. Dukungan anggaran lewat APBD dan APBN yang diusulkan pada Tahun
Anggaran 2022  ditingkatkan agar dapat mendukung pelaksanaan
program/kegiatan yang berdampak pada capaian target indikator yang ditetapkan.

2. Laporan penempatan alumni pelatihan yang diselengarakan oleh BLK yang ada
pada kota Ambon, Buru, Aru dan Masohi disampaikan secara online lebih awal.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator kinerja untuk sasaran 1 (satu), dibiayai oleh alokasi dana yang bersumber dari
dana APBD dan APBN yang dilaksanakan pada bidang Pentalatas. Dukungan anggaran
APBD sebesar Rp.766,791,482 dan terealisasi sebesar Rp.759,703,740 atau 88.47 %

Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Target Kinerja
Pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada sasaran 1 (satu) yang
bersumber dari dana APBD dapat dilaksanakan melalui Program Peningkatan
Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas dengan bersinergi bersama Pemerintah
Kabupaten/Kota sehingga menunjang capaian target indikator. Pencapaian target pada
indikator ini mencapai 109.25 %, yang terserap dari pelatihan yang diselengarakan
selama tahun 2021 lewat kegiatan pemagangan sebanyak 130 peserta, pelatihan
peningkatan produktivitas 175 peserta, pelatihan berbasis klaster 32 peserta, pelatihan
pada BLK Ambon sebanyak 1512 peserta, Lembaga Latihan Kerja Masohi sebanyak
160 Peserta, pelatihan pada BLK Aru sebanyak 64 peserta, BLK Buru sebanyak 64
peserta, dan BLK Komunitas sebanyak 48 peserta.

Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Target
Kinerja Dengan Standart Nasional :

Pencapaian target yang dibandingkan dengan standart/target nasional pada indikator ini
mencapai 0,27 % yang terserap dari pelatihan yang diselengarakan selama tahun 2021
lewat kegiatan pemagangan sebanyak 130 peserta, pelatihan peningkatan produktivitas
175 peserta, pelatihan berbasis klaster 32 peserta, pelatihan pada BLK Ambon sebanyak
1512 peserta, Lembaga Latihan Kerja Masohi sebanyak 160 Peserta, pelatihan pada



BLK Aru sebanyak 64 peserta, BLK Buru sebanyak 64 peserta, dan BLK Komunitas
sebanyak 48 peserta. Selain uraian teknis di atas masalah pendanaan masih merupakan
alasan yang mendasar, karena dukungan anggaran yang ada masih belum optimal
sehingga pelaksanaan program dan kegiatan untuk capaian target nasional juga belum
maksimal. Untuk tahun anggaran 2021 pencapaian target indikator ini hanya lewat
program dan kegiatan yang bersumber pada dukungan anggaran APBD pada Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku di bidang Pentalatas.

3.2.1. Sasaran Il. : Mengurangi pengangguran melalui penempatan tenaga kerja dan
penciptaan kesempatan kerja yang produktif
Sasaran ini bertujuan untuk mendorong terciptanya kesempatan kerja di sektor formal

maupun sektor informal.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

SKALA PENGUKURAN ORDINAL
NO INDIKATOR | TARGET | REALISASI | CAPAIAN Sangat Berhasil Cukup Kurang
KINERJA KINERJA Berhasil (70s.d Berhasil Berhasil
(85 s.d 100) 85) (55 s.d 70) (< 55)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. | Besaran 3% 0.99 % 0.33% v
pencari kerja
yang
terdaftar
yang
ditempatkan

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja pada sasaran Il Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku tahun 2021 yang diukur berdasarkan skala
pengukuran ordinal berada pada posisi Skala Kurang Berhasil. Dari target 3 % besaran
pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan hanya terealisasi 0.99 % pencari kerja yang
terdaftar yang ditempatkan. Secara spesifik dapat dilihat pada uraian analisis penyebab
kegagalan capaian indikator ini.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Sebelumnya

NO | INDIKATOR KINERJA REALISASI PERSEN
2020 2021
1 2 3 4 ®
1. | Besaran pencari kerja yang 748 Orang 164 Orang 21.92
terdaftar yang ditempatkan

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini, Tahun Sebelumnya,

Dengan Target RPIMD
REALISASI TARGET
NO | INDIKATOR KINERJA 2020 2021 RPJMD
2024
1 2 g 4 5
1. | Besaran pencari kerja yang 748 Orang 164 Orang 3.891 Orang
terdaftar yang ditempatkan

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini, Dengan Standart Nasional

NO | INDIKATOR KINERJA REALISASI STANDART
2020 2021 NASIONAL
1 2 3 4 5
1. | Jumlah pencari kerja yang 748 164 -
terdaftar yang ditempatkan




e. Analisis Penyebab Kegagalan Kinerja Serta Alternative Solusi yang Dilakukan

% Penyebab kegagalan sasaran 2 (Dua) adalah :
Kegagalan pada capaian target kinerja pada Indikator ini disebabkan karena banyak
perusahaan tidak memasukan data kebutuhan tenaga kerja, skala perusahaan yang
tersebar pada Provinsi Maluku masih bersifat skala menengah sampai dengan kecil
sehingga penyerapan tenaga kerja tidak terlalu banyak, skil dan kompetensi tenaga
kerja yang masih belum memenuhi kebutuhan pasar kerja.

¢ Alternative Solusi yang dilakukan :
Solusi yang perlu dilakukan antara lain :

- Peningkatan koordinasi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/
Kota dengan perusahaan agar lebih sinergi dalam menigkatkan capaian
indikator ini lewat penyediaan sarana informasi, data, yang cepat dan terbuka
lewat sarana media sosial.

- Peningkatan program pelatihan / vokasi yang berbasis kompetensi sesuai
dengan kebutuhan pasar kerja.

- Peningkatan program pelatihan / vokasi yang berbasis kewirausahaan sesuai
dengan kebutuhan pasar kerja dan skil dari tenaga kerja disertai dengan modal
usaha.

- Membuka peluang investasi bagi perusahaan - perusahaan besar agar dapat
menyerap tenaga kerja dengan skala yang besar dengan melihat potensi
daerah.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Pencapaian indikator kinerja untuk sasaran 2 (dua), didukung oleh alokasi dana yang
bersumber dari dana APBD pada Bidang Pentalatas melalui Program Peningkatan
Kesempatan Kerja dengan Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan / Informasi Pasar Kerja
Online dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.78,517,623,- dengan Realisasi anggaran
sebesar Rp.69,463,700,- atau 88.47%.

g. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan dan Kelemahan Target
Kinerja
Program Peningkatan Kesempatan Kerja dengan Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan /
Informasi Pasar Kerja Online dilaksanakan pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Maluku dengan menghimpun data ketenagakerjaan dengan
spesifikasi Pelayanan dan Informasi Lowongan Kerja, serta penempatan tenaga kerja
pada Bursa Kerja Online yang di sampaikan oleh Kabupaten/Kota. Namun dalam
pelaksanaan kegiatan ini masalah konektivitas jaringan internet, sarana pendukung dan
sumberdaya pengelolah data masih menjadi kendala sehingga sering kali terjadi
keterlambatan penyampaian laporan dari dinas Kabupaten/Kota yang membidangi
urusan ketenagakerjaan. Diharapkan pada Tahun Anggaran 2022 sarana prasarana
penunjang pelaksanaan program ini dapat berjalan secara optimal, baik dari sisi sarana
dan Suber Daya Aparatur.

3.2.3. Sasaran Ill. : Tercapainya perlindungan dan kesejahteraan serta terpenuhinya hak
tenaga kerja.
Sasaran ini bertujuan untuk mewujudkan tenaga kerja yang harmonis antara pengusaha
dan pekerja, memberikan perlindungan terhadap hak - hak tenaga kerja demi
meningkatkan kesejahteraan bagi tenaga kerja



a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

SKALA
NO | INDIKATOR TARGET | REALISASI | CAPAIAN | PENGUKURAN ORDINAL

KINERJA KINERJA | Sangat Berhasil | Cukup Kurang
Berhasil | (70s.d Berhasil | Berhasi

(85s.d 85) (55s.d I (< 55)
100) 70)

1 2 6 7 8 9

3 4 5
1. | Presentase 66,5 % 64,66 % 96,96 % v
kasus yang
diselesaikan
dengan
perjanjian
berama (PB)

2. | Jumlah pekerja 80.000 28.561 35.70 % v
/'buruh yang Orang Orang
menjadi peserta
program BPJS
Aktif

3. | Jumlah 2.240 1.329 59.33 % v

pemeriksaan Perusahaan | Perusahaan
perusahaan

4. | Besaran 2,96 Persen | 3,08 Persen v
perusahaan dan

tenaga kerja
yang mendapat
pengujian
lingkungan dan
pemeriksaan
kesehatan
tenaga kerja

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) capaian indikator kinerja pada
sasaran |11, terdapat 1 (satu) indikator yang berada pada skala pengukuran ordinal Kurang
Berhasil, 1 (satu) Indikator berada pada skala cukup berhasil dan 2 (dua) indikator sangat
berhasil. Secara spesifik dapat dilihat pada uraian analisis penyebab kegagalan dan
keberhasilan capaian indikator ini.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Sebelumnya

NO | INDIKATOR KINERJA REALISASI PERSEN
2020 2021 (%)

1 2 8 4 )

1. | Presentase kasus yang
diselesaikan dengan 72,30 % 64,66 % 89.43 %
perjanjian berama (PB)

2. | Jumlah pekerja / buruh 39.284 28.561 72.70
yang menjadi peserta Orang Orang Orang
program BPJS Aktif

3. | Jumlah pemeriksaan 1.920 1.329 69.21 %
perusahaan Perusahaan Perusahaan

4. | Besaran perusahaan dan 2,96 Persen 3,08 Persen 104.05 %
tenaga kerja yang
mendapat pengujian
lingkungan dan
pemeriksaan kesehatan
tenaga kerja

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini, Tahun Sebelumnya,
Dengan Target RPIMD

NO | INDIKATOR KINERJA REALISASI TARGET
2020 2021 RPJMD

1 2 3 4 5

1. | Presentase kasus yang
diselesaikan dengan 72,30 % 64,66 % 70,85 %
perjanjian berama (PB)

2. | Jumlah pekerja / buruh 39.284 28.561 100.000
yang menjadi peserta Orang Orang Orang
program BPJS Aktif

3. | Jumlah pemeriksaan 1.920 1.329 2.880
perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan




Jumlah perusahaan dan
tenaga kerja yang
mendapat pengujian
lingkungan dan
pemeriksaan kesehatan
tenaga kerja

2,96 Persen 3,08 Persen

2,96

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini, Dengan Standart Nasional

NO | INDIKATOR KINERJA REALISASI STANDART
2020 2021 NASIONAL
1 2 8 4 )
1. | Presentase kasus yang
diselesaikan dengan 72,30 % 64,66 %
perjanjian berama (PB)
2. | Jumlah pekerja / buruh 39.284 28.561
yang menjadi peserta Orang Orang
program BPJS Aktif
3. | Jumlah pemeriksaan 1.920 1.329
perusahaan Perusahaan Perusahaan
4. | Besaran perusahaan dan 2,96 Persen 3,08 Persen
tenaga kerja yang
mendapat pengujian
lingkungan dan
pemeriksaan kesehatan
tenaga kerja

e. Analisis Penyebab Kegagalan Kinerja Serta Alternative Solusi yang Dilakukan

%+ Penyebab kegagalan pada indikator 2 (dua) sasaran ini adalah :

1. Dengan masih adanya kondisi covid 19 maka banyak perusahaan yang

mengurangi tenaga kerja, dan tidak membayarkan iuran kepesertaan jamsostek
sehingga keaktifan peserta jamsosetek mengurang.

2. Data kepesertaan hanya pada sektor informal (swasta) sehingga sektor formal

tidak terakomodir dalam data kepesertaan yang dimasukan dalam capaian

indikator kinerja.

*
*

«» Alternative Solusi yang dilakukan :

1. Peningkatan pengawasan norma ketenagakerjaan kepada perusahaan terkait
dengan kepatuhan perusahaan untuk mendaftarkan tenaga kerjanya pada

kepesertaan jamsostek.

2. Untuk tahun 2022 perhitungan kepesertaan jamsostek tidak saja pada sektor
informal (swasta) namun juga pada sektor Informal.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Pencapaian indikator kinerja untuk sasaran Il (Tiga), didukung oleh alokasi dana yang
bersumber dari dana APBD dan APBN pada Bidang Hubungan Industrial, Bidang
Pengawasan, UPTD Pengawasan Regional | s.d VV dan UPTD Balai Hiperkes Ambon.

Pada Bidang Hubungan Industrial Dukungan Anggaran untuk mencapai target ini
bersumber pada APBD dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.298,905,475 dan terealisasi
sebesar Rp.182,609,100,- atau 61.09 %. Untuk bidang Pengawasan bersumber pada
APBD dan APBN dengan total pagu anggaran sebesar Rp.701.374.238,- yang terbagi
atas APBD Rp.153,475,238,- dan terealisasi sebesar Rp.150,453,500,- atau 99.72 %.
dan APBN Rp. 547.899,000,- terealisasi Rp.544,841,250,- atau 99.44 % kemudian pada
UPTD Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja Ambon pagu anggaran sebesar

Rp. 321.280,200 dan terealisasi 100 %.




g. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Target

Pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk menunjang keberhasilan target pada indikator

Kinerja pada sasaran 111 dengan analisis sebagai berikut :

v Indikator | : Presentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama.
Program / Kegiatan yang mendukung Capaian target ini adalah Program Hubungan
Industrial, dengan 1(satu) kegiatan vyaitu; kegiatan Pencegahan Perselisihan
Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang
berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Provinsi. 2 (dua) kegiatan
ini merupakan kegiatan pendukung dalam capaian target kinerja yang telah
ditetapkan. Selama tahun 2021 terjadi satu kali mogok kerja, dan 43 kasus masuk
dan terselesaikan dengan PB sebanyak 25 Perjanjian Bersama, 1 Kasus dilanjutkan
ke Pengadilan Hubungan Industrial dan Sisa kasus tidak dilanjuti oleh pelapor.
Capaian target indikator ini maksimal karena didukung oleh kemampuan dan
kompetensi Tenaga Fungsional Mediator Hubungan Industrial dalam melakukan
mediasi untuk penyelesaian kasus peselisihan hubungan industrial sehingga banyak
kasus yang dapat diselesaikan dengan Perjanjian Bersama antara pihak yang
Berselisih.

v Indikator 11 : Jumlah pemeriksaan perusahaan
Program / Kegiatan yang mendukung capaian target ini adalah Program Pengawasan
Ketenagakerjaan dengan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan
dan sub kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan. Sub - Sub
Kegiatan ini dilaksanakan pada UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Regional
| s.d Regional V yang memiliki kewenangan tersebar pada 11 Kabupaten/Kota di
Provinsi Maluku.

v Indikator 1V : Besaran perusahaan dan tenaga kerja yang mendapat pengujian

lingkungan dan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja.
Program / Kegiatan yang mendukung capaian target ini adalah Program Pengawasan
ketenagakerjaan yang dilakukan pada UPTD Balai Hiperkes Ambon. Pada Tahun
2021 Balai Hiperkes melakukan pengujian pada 15 Titik dengan jenis pemeriksaan /
pengujian :

- Emisi Gas Buang

- Kebisingan

- Pencahayaan

- Iklim Kerja

- Sinar UV

- Psikologi

- Ergonomi
Sepanjang tahun 2021 tercatat 210 permintaan pemeriksaan / pengujian perusahaan.
Selain pengujian yang dilakukan oleh Balai Hiperkes, pegawai pengawas
ketenagakerjaan juga melakukan pengujian dan pemeriksaan perusahaan yang,
berkaitan dengan lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja sehingga
mendukung capaian target indikator kinerja ini, walaupun belum secara menyeluruh
mencakup jumlah perusahaan yang ada di Provinsi Maluku.



3.2.4. Sasaran IV. : Terwujudnya kemandirian masyarakat dan kawasan transmigrasi
Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas masyarakat dan permukiman di
kawasan transmigrasi.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

SKALA
NO | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | CAPAIAN PENGUKURAN ORDINAL
KINERJA KINERJA | Sangat Berhasil | Cukup Kurang
Berhasil | (70s.d Berhasil | Berhasil
(85sd | 85) (55s.d | (<55)
100) 70)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. | Jumlah 5 - - v
masyarakat
transmigrasi
lokal dan

regional yang
diberdayakan

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari 1 (satu) capaian indikator kinerja pada
sasaran V berada pada skala pengukuran ordinal Kurang Berhasil dikarenakan tidak

terealisasi. Secara spesifik dapat dilihat pada uraian analisis penyebab kegagalan capaian
indikator ini.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Sebelumnya

NO | INDIKATOR KINERJA REALISASI PERSEN
2020 2021 (%)
1 2 3 4 5
1. | Jumlah kelompok 7 -

masyarakat transmigrasi
lokal dan regional yang
diberdayakan

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini, Tahun Sebelumnya,

Dengan Target RPIMD
REALISASI TARGET
NO | INDIKATOR KINERJA 2020 2021 RPJMD
2024
1 2 8] 4 D)
1. | Jumlah kelompok 7 - 54
masyarakat transmigrasi
lokal dan regional yang
diberdayakan

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini, Dengan Standart Nasional

NO | INDIKATOR KINERJA REALISASI STANDART
2020 2021 NASIONAL
1 2 g 4 )
1. | Jumlah kelompok 7 - -

masyarakat transmigrasi
lokal dan regional yang
diberdayakan

e. Analisis Penyebab Kegagalan Kinerja Serta Alternative Solusi yang Dilakukan
s Penyebab kegagalan kinerja pada indikator sasaran V (Lima) adalah :

- Perencanaan pengembangan kawasan transmigrasi tahun 2021 yang diusulkan
melalui anggaran pembangunan (APBN maupun APBD) tidak terakomodir
sehingga program dan kegiatan yang mendukung capaian target indikator
Kinerja ini tidak ada.




0

*
*

Alternative Solusi yang dilakukan :

Perencanaan pengembangan kawasan transmigrasi tahun 2021 yang diusulkan
pada tahun 2022 melalui anggaran pembangunan (APBN maupun APBD)
diharapkan dapat dilakukan pemberdayaan sesuai target yang ditetapkan pada
indikator kinerja.

Mekanisme pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui tahapan kegiatan :

a)

b)

c)

Pembentukan kelompok masyarakat sasaran pemberdayaan, didahului
dengan dilakukannya kegiatan koordinasi, survei/penjajakan dan
identifikasi kebutuhan sasaran ke lokasi-lokasi transmigrasi yang ada pada
kawasan transmigrasi, pembentukan kelompok yang dibuktikan dengan
Berita Acara Pembentukan Kelompok.

Pendistribusian dan penyerahan bantuan pemberdayaan kepada kelompok
sasaran.

Monev pemanfaatan bantuan dan perkembangannya.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dalam Tahun Anggaran 2021 alokasi anggaran untuk program/kegiatan yang
menunjang capaian target indikator ini tidak ada, keadaan ini menyebabkan tidak
terealisasi ataupun tercapainya target indikator kinerja ini.

g. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Target
Dalam Tahun Anggaran 2021 program/kegiatan yang menunjang capaian target
indikator ini tidak ada, keadaan ini menyebabkan tidak terealisasi ataupun tercapainya
target indikator kinerja ini.

3.2.5. Sasaran V : Mewujudkan aparatur yang berkualitas dan memiliki etos kerja
Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesional, Aparatur Sipil
Negara (ASN) dalam pelayanan publik.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

SKALA
NO | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | PENGUKURAN ORDINAL
KINERJA KINERJA | Sangat Berhasil | Cukup Kurang
Berhasil | (70s.d Berhasil | Berhasil
(85s.d 85) (55s.d (< 55)
100) 70)
1 2 3 4 5 6 7 8 S
1. | Jumlah pegawai 10 5 50 % v
yang
ditingkatkan
kompetensi

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari 1 (satu) capaian indikator kinerja pada
sasaran VI berada pada skala pengukuran ordinal Kurang Berhasil dikarenakan, capaian
Kinerja hanya 50 %. Secara spesifik dapat dilihat pada uraian analisis penyebab kegagalan

capaian indikator ini.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Sebelumnya

NO | INDIKATOR KINERJA REALISASI PERSEN
2020 2021 (%)
1 2 3 4 B)
1. | Jumlah pegawai yang 6 5 83.3 %
ditingkatkan kompetensi




c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini, Tahun Sebelumnya,

Dengan Target RPIMD
REALISASI TARGET
NO | INDIKATOR KINERJA RPJMD
2020 2021 2024
1 2 3 4 5
1. | Jumlah pegawai yang 6 5 50
ditingkatkan kompetensi

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini, Dengan Standart Nasional

NO | INDIKATOR KINERJA REALISASI STANDART
2020 2021 NASIONAL
1 2 3 4 ®
1. | Jumlah pegawai yang 6 5
ditingkatkan kompetensi

e. Analisis Penyebab Kegagalan Kinerja Serta Alternative Solusi yang Dilakukan
%+ Penyebab kegagalan capaian pada indikator kenerja sasaran VI (enam) adalah :
Untuk tahun anggaran 2021 capaian indikator kinerja V hanya tercapai 50 %, yang
terealisasi pada UPTD Balai Hiperkes sedangkan untuk Dinas tidak terealisasi
dikarenakan anggaran yang mendukung capaian indikator ini pada DPA Perubahan
tidak terakomidir (dihapus/rasionalisasi).

X/
X4

% Alternative Solusi yang dilakukan :
Pelaksanaan Program/Kegiatan yang mendukung capaian indikator Kkinerja
terakomidir dalam DPA tahun 2022 .

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dalam Tahun Anggaran 2021 alokasi anggaran menunjang capaian target indikator
diakomodir pada Balai Hiperkes Ambon, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp53.700.000,
dan terealisasi 100%.

g. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Target Capaian Indikator
Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan target capaian indikator adalah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kegiatan Administrasi
Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis
yang dilakukan di Kota Makasar dan DKI Jakarta. Sedangkan pada Dinas, Program dan
Kegiatan yang menunjang capaian indakator ini masuk dalam anggaran Refocusing
sehingga tidak dianggarkan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021.



Realisasi Anggaran

Berdasarkan alokasi anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku pada
APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021, komposisi pagu dan realisasi anggaran untuk setiap
program dan kegiatan Belanja Langsung di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Maluku adalah sebagai berikut :

Realisasi Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Maluku Tahun 2021 Sumber Dana APBD Perubahan (Belanja Langsung)
(Posisi 31 Desember 2021)

NO | PROGRAM /KEGIATAN PAGU REALISASI PERSEN
ANGGARAN ANGGARAN (%)
(Rp) (Rp)

1 2 8 4 5)

1. | Program Penunjang Urusan 2,666,384,145 2,571,963,689 96,45
Pemerintahan Daerah
Provinsi
Kegiatan Perencanaan 357,600,725 349,666,700 97,78
Penganggaran dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen 219,266,038 218,404,900 99,60
Perencanaan Perangkat Daerah

- | Evaluasi Kinerja Perangkat 138,334,687 131,261,800 94,88
Daerah
Kegiatan Administrasi 93,015,000 92,935,500 99,93
Kepegawaian Perangkat
Daerah

- | Bimbingan Teknis 93,015,000 92,935,500 99,93
Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
Kegiatan Administrasi Umum 350,681,814 348,042,789 99.24
Perangkat Daerah

- | Penyediaan Komponen 12,214,400 12,214,400 100
Inst.Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

- Penyediaan Bahan Logistik 83,347,314 82,418,140 98,88
Kantor

- | Penyediaan Barang Cetakan dan 19,042,100 19,016,800 99,86
Penggandaan

- Penyediaan Bahan Bacaan dan 2,400,000 1,200,000 50
Peraturan Perundang-undangan

- | Fasilitas Kunjungan Tamu 24,370,000 24,369,800 99,99

- | Penyelenggaraan Rapat 209,308,000 208,823,649 99,76
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
Kegiatan Pengadaan Barang 879,136,670 824,793,000 93,8
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah

- | Pengadaan Kendaraan 516,500,000 516,500,000 100
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan

- | Pengadaan Kendaraan Dinas 101,500,000 105,000,000 103.44
Operasional atau Lapangan

- Pengadaan Sarana dan 208,513,440 203,293,000 97,49
Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

- Pengadaan Sarana dan 52,623,230 52,620,000 99,99
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya




'Kegiatan Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

503,361,436

474,706,699

94,30

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

5,200,000

3,381,500

65,02

Penyediaan Jasa Komunikasi
Sumber Daya Air dan Listrik

70,500,000

64,951,439

92,12

Penyediaan Jasa Pelayanan -
Umum Kantor

427,661,436

406,373,760

95,022

Kegiatan Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

482,588,500

481,819,001

99,86

Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan

52,718,800

51,969,501

98,57

Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

20,109,800

20,109,000

99,99

Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

409,759,900

409,740,500

99,99

Program Pelatihan Kerja dan
Produktivitas Tenaga Kerja

766,791,482

759,703,740

99,07

Kegiatan Pelaksanaan Latihan
Kerja Berdasarkan Klatser
Kompetensi

766,791,482

759,703,740

99,07

Proses Pelaksanaan Pendidikan
dan Pelatihan Keterampilan
Bagi Pencari Kerja Berdasarkan
Klatser Kompetensi

766,791,482

759,703,740

99,07

Program Penempatan Tenaga
Kerja

78,517,623

69,463,700

88,46

Kegiatan Pengelolaan
Informasi Pasar Kerja

78,517,623

69,463,700

88,46

Pelayanan dan Penyediaan
/informasi Pasar Kerja Online

78,517,623

69,463,700

88,46

Program Hubungan
Industrial

298,905,475

182,609,100

61,09

Kegiatan Pengesahan
Peraturan Perusahaan dan
Pendaftaran Perjanjian Kerja
Bersamaa untuk yang
Mempunyai Wilayah Kerja
lebih dari 1 (satu)
Kabupaten/Kota

49,985,397

48,281,500

SGiSY

Pengesahan Peraturan
Perusahaan yang terkait dengan
Hubungan Insudtrial

49,985,397

48,281,500

96,59

Kegiatan Pencegahan dan
Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial, Mogok
Kerja, dan Penutupan
Perusahaan yang
Berakibat/Berdampak pada
Kepentingan di 1 (satu) Daerah
Provinsi

149,886,366

134,327,600

89,61

Pencegahan Perselisihan
Hubungan Industrial, Mogok
Keja, dan Penutupan
Perusahaan yang
Berakibat/Bedampak pada
Kepentingan di 1 (satu) Daerah
Provinsi

19,923,322

16,122,500

80,92




Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial, Mogok
Keja, dan Penutupan
Perusahaan yang
Berakibat/Bedampak pada
Kepentingan di 1 (satu) Daerah
Provinsi

53,293,710

46,326,600

88,58

Penyelenggaaan Verifikasi dan
Rekapitulasi Keanggotaan pada
Organisasi Pengusaha, Federasi
dan Konfendeasi Seikat
Pekeja/Serikat Buruh serta Non
Afiliasi

29,170,000

28,829,800

98,83

Pelaksanaan Operasional
Lembaga Kerjasama Tripartit
Daerah Provinsi

47,499,334

43,048,700

90,63

Kegiatan Penetapan Upah
Minimum Provinsi (UMP),
Upah Minimum Sektoral
Provinsi (UMPS), Upah
minimum Kabupaten/Kota
(UMK), dan Upah Minimum
Sektoral Kabupaten/Kota
(UMKS)

99,033,712

89,157,300

90,02

Penetapan Upah Minimum
Provinsi (UMP)

99,033,712

89,157,300

90,02

Program Pengawasan
Ketenagakerjaan

153,475,238

150,453,500

98,03

Kegiatan Penyelenggaraan
Pengawasan Ketenagakerjaan

153,475,238

150,453,500

Pengawasan Pelaksanaan
Norma Kerja di Perusahaan

95,664,479

94,700,200

98,99

Penegakan Hukum
Ketenagakerjaan di Perusahaan

57,810,759

55,753,300

96,44

Program Perencanaan
Kawasan Transmigrasi

177,846,962

177,350,200

99,72

Kegiatan Pencanangan Tanah
Untuk Kawasan Transmigrasi

177,846,962

177,350,200

99,72

Penatausahaan Pencadangan
Tanah untuk Kawasan
Transmigrasi

177,846,962

177,350,200

99,72

JUMLAH

4.141.920.925, -

3.911.543.929, -

94 %

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, bahwa dari total pagu anggaran belanja langsung
setelah Perubahan APBD Tahun 2021 sebesar Rp 4.141.920.925,- dapat terealisasi sebesar
Rp. 3.911.543.929,-,- atau 94 %. Persentase penyerapan belanja langsung tahun 2021 ini menurun
apabila dibandingkan tahun 2020 terealisasi dengan tingkat persentase sebesar 98,76%.:

Selain dukungan anggaran yang bersumber dari APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021,
Alokasi anggaran juga diberikan oleh Pemerintah Pusat lewat dana Dekonsentrasi (APBN)
sebesar Rp.2,869,380,337 dan terealisasi Rp. 2,869,380,337 atau 99,84 %



Program / Kegiatan, Pagu Anggaran & Realisasi Anggaran Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Provinsi Maluku Tahun 2021 Sumber Dana APBN
(Posisi 31 Desember 2021)

NO | PROGRAM / KODE PAGU ANGGARAN REALISASI PERSEN
KEGIATAN | SATKER (Rp) ANGGARAN (%)
SEBELUM SETELAH (Rp)
REVISI REVISI
1 2 3 4 5 6 7
1. | Program 219009 547,899,000 544,841,250 99.44
Pembinaan
Ketenagakerjaan
2. | Program Daerah 670780 367.641.000 366.343.200 99.70
Tertinggal,
Kawasan
Perbatasan,
Perdesaan dan
Transmigrasi
3. | Program 026.13 1.958,433,000 - 1,958,195,887 99.99
Pendidikan dan
Pelatihan VVokasi
JUMLAH 2,873,973,000 2,869,380,337 99,84




PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku tahun 2021
adalah bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, evaluasi kinerja, evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Laporan ini meliputi program dan kegiatan -
kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasiaan.

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku tahun 2021 ini
menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan kinerja capaian sasaran strategis yang
ditunjukkan, ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
tahun anggaran 2021. Laporan Kinerja tahun 2021 yang disusun ini diharapkan dapat digunakan
sebagai bahan evaluasi dan analisa kinerja dalam rangka proses perencanaan program dan
kegiatan akan datang serta menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun berbagai kebijakan
baru yang diperlukan. Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung
capaian Indikator Kinerja pada tahun 2021 dapat dilaksanakan dengan baik walaupun masih

banyak kendala dan permasalahan yang menyebabkan belum tercapainya target indikator kinerja.

A. Kesimpulan Umum
Secara umum dari 5 (enam) sasaran yang terbagi kedalam 8 (Delapan) indikator kinerja,
terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang mempunyai capaian sangat berhasil, 1(satu) indikator
kinerja pada kategori Cukup Berhasil dan 4 (empat) Indikator pada capaian kurang berhasil.

Capaian Sasaran Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

SASARAN INDIKATOR SKALA
NO. KINERJA PENGUKURAN
ORDINAL
1. | Terserapnya Pencari Kerja di Pasar | Jumlah tenaga kerja Sangat Berhasil
Kerja yang ditingkatkan

mendapat pelatihan
berbasis kompetensi
2. | Mengurangi Pengangguran Besaran Pencari Kurang Berhasil
Melalui Penempatan Tenaga Kerja | kerja yang terdaftar
dan Penciptaan Kesempatan Kerja | yang ditempatkan

yang Produktif

3. | Tercapainya Perlindungan dan Presentase kasus Sangat Berhasil
Kesejahteraan serta Terpenuhinya | yang diselesaikan
Hak Tenaga Kerja dengan Perjanjian
Bersama
Jumlah Kurang Berhasil
Pekerja/Buruh yang

Menjadi Peserta
Program BPJS

Besaran Cukup Berhasil
Pemeriksaan

Perusahaan

Besaran Perusahaan

dan Tenaga Kerja Sangat Berhasil

yang Mendapat




pengujian
Lingkungan Kerja
dan Pemeriksaan
Kesehatan Tenaga

Kerja
4. | Terwujudnya Kemandirian Jumlah Kelompok Kurang Berhasil
Masyarakat dan Kawasan Masyarakat
Transmigrasi Transmigrasi Lokal

dan Regional yang
Diberdayakan.

5. | Mewujudkan aparatur yang Jumlah Pegawai Kurang Berhasil
berkualitas dan memiliki etos kerja | yang Ditingkatkan
Kompetensi

Untuk Sasaran Kinerja dengan Indikator Kinerja yang berada pada skala pengukuran

ordinal kurang berhasil, kondisi ini disebabkan karena :

1. Skill tenaga kerja yang belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja mempengaruhi
penempatan tenaga kerja.

2. Kondisi Pandemic Covid 19 menyebabkan banyak perusahaan tutup atau mengurangi
jumlah tenaga kerja, sehingga berpengaruh pada jumlah kepesertaan Buruh/Tenaga
Kerja pada program BPJS.

3. Perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi pada tahun 2021
yang diusulkan melalui anggaran APBN maupun APBD tidak terakomodir sehingga
program dan kegiatan yang mendukung capaian target indikator kinerja ini tidak ada.

4. Masih minimnya dukungan anggaran pada APBD Perubahan Tahun 2021, ataupun
beberapa Program / Kegiatan yang ada pada DPA Tahun Anggaran 2021 mengalami
Refocusing, sehingga tidak mencapai target kinerja.

B. SARAN
Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, maka dirumuskan beberapa saran untuk
mendukung capaian target Sasaran dan Indikator Kinerja sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan disesuaikan dengan target
kinerja yang telah ditetapkan serta disesuaikan dengan isu - isu strategis dibidang
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

2. Mengoptimalkan peran controlling pada internal Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Maluku agar lebih proaktif dalam memonitor dan
mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sehingga target indikator kinerja
yang telah ditetapkan dapat tercapai.

3. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan beberapa instansi (Pusat dan
Daerah), mengingat adanya beberapa kegiatan pendukung Indikator Kinerja Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku terkait langsung dengan Instani
tersebut seperti BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ambon, BPS Maluku dan Dinas
Pendidikan.



Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Maluku disusun dan dapat menggambarkan capaian Kinerja serta sasaran
pada tahun 2021, dalam mendukung pencapaian Visi, Misi Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Maluku.

Ambon, Januari 2022

Kepala Dinas Tenaga Kerja
dan Jransmigrasi Ppevinsi Maluku

Endaﬁg Dipy negoro,SP.M.M
“Pembina-Tingkat I
NIP.19630929-198902 1 003
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,
kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Endang Diponegoro, S.P. M.M

Jabatan  : Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Murad Ismail

Jabatan  : Gubernur Maluku
Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja Tahun 2021 seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ambon, Januari 2021

Pihak Pertama,




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI MALUKU

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target
b “)
Terserapnya Pencari Kerja di Pasar Kerja Besaran tenaga kerja yang ditingkatkan mendapat 27,66%
pelatihan berbasis kompetensi
Mengurangi Pengangguran Melalui Penempatan Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan 3%
Tenaga Kerja dan Penciptaan kesempatan Kerja yang
Produktif
Tercapainya Perlindungan dan Kesejahteraan serta  [Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian 66,5%
Terpenuhinya Hak Tenaga Kerja Bersama (PB)
Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program|  80.000 orang
BPJS aktif
Besaran Pemeriksaan Perusahaan 2.240 perusahaan
Besaran perusahaan dan tenaga kerja yang mendapat 2,96%
pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan
tenaga kerja
Terwujudnya Kemandirian Masyarakat dan Kawasan |Jumah masyarakat transmigrasi lokal dan regional yang 5 kelompok
Transmigrasi diberdayakan
Mewujudkan Aparatur yang Berkualitas dan Memiliki|Jumlah pegawai yang ditingkatkan kompetensi 10 orang

Etos Kerja




B

Program Anggaran Keterangan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp  3,997,427,294 APBD
Provinsi

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenag; Rp 849,996,482 APBD
Kerja :

Program Penempatan Tenaga Kerja Rp 78,517,900 APBD
Program Hubungan Industrial Rp 299,136,666 APBD
Program Pengawasan Ketenagakerjaan Rp 1,770,946,064 APBD
Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi Rp 177,847,222 APBD
Program Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Rp 1,958,433,000 APBN
Program Pembinaan Pengawasan dan Keselamatan Rp 610,689,000 APBN
dan Kesehatan Kerja

Program Pengembangan Kawasan Transnigrasi Rp 480,104,000 APBN

Ambon, Januari 2021

Gubernur Maluku, Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
ﬁmsudgrjgk?xovinsi Maluku,

 Pembind Tif

989
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PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Philip Latumahina Telp. 353023, 352620, 311801 Fax. 353023

AMBON 97126

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

PROVINSI MALUKU
NOMOR : 1664 o7 2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI MALUKU

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI MALUKU,

Menimbang

Mengingat

. a

i 8

4.
5.
6.

7.

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/9/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah, maka perlu menetapakan Indikator Kinerja Utama
Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Tahun 2021 ;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Maluku;

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang -
Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah
Swatantra Tingkat | Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1617);

.Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan

Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor (5234);

.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang -
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian;
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tahun 2014 tentang Sistim
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaguna Aparatur Negara Nomor :
Per/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :

Per/20/M/PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja
Utama;



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

10.

1.

12.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 53
tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata cara reviu Atas Perjanjian Kinerja ;

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku ;
Peraturan Gubernur Maluku Nomor : 26 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Maluku ;

Peraturan Gubernur Maluku Nomor 12 Tahun 2017 tentang Uraian
Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Administrator dan
Pengawas di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Maluku.

MEMUTUSKAN :

Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Maluku tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Provinsi Maluku sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku untuk menyusun
Kinerja Tahunan (RKT) atau Rencana Kerja Tahunan (Renja),
mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), menyusun dokumen
Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai Rencana
Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Maluku tahun 2019 - 2024

Segala biaya yang timbul sebagai Akibat dikeluarkannya keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Ambon

Tembusan, Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Gubernur Maluku di Ambon

2. Wakil Gubernur Maluku di Ambon

3. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku di Ambon

4. Arsip



PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI MALUKU

NO SASARAN INDIKATOR TARGET
KINERJA KINERJA
1. | Terserapnya Pencari Kerja di Pasar | Jumlah tenaga kerja 2.000
Kerja yang ditingkatkan
mendapat pelatihan
berbasis kompetensi
2. | Mengurangi Pengangguran Melalui | Besaran pencari kerja 3 Persen
Penempatan Tenaga Kerja dan yang terdaftar yang
Pencari Kerja yang Produktif ditempatkan
3. | Meningkatkan kesejahteraan dan Besaran kasus yang 66,5 Persen
perlindungan tenaga kerja serta diselesaikan dengan
terpenuhinya tenaga kerja Perjanjian Bersama
(PB)
Jumlah Pekerja Buruh 80.000 Orang
yang Menjadi
Presentase Program
BPJS
Besaran Pemeriksaan 2.240 Perusahaan
Perusahaan
Besaran Perusahaan 2,96 Persen
dan Tenaga Kerja
yang mendapatkan
pengujian lingkungan
kerja dan
pemeriksaan
kesehatan tenaga
kerja
4. | Terciptanya kemadirian kawasan Jumlah Kawasan 3
transmigrasi untuk menunjang Transmigrasi yang
ketahanan pangan dan dibangun dan
pembangunan difasilitasi pelayanan
sosial budaya
5. | Terwujudnya kemandirian Jumlah masyarakat 15 Kelompok
masyarakat dan kawasan transmigrasi lokal dan
transmigrasi regional yang
diberdayakan
6. | Terwujudnya Good Governance Jumlah pegawai yang 10 Orang
pada Dinas Tenaga Kerja dan ditingkatkan
Transmigrasi kompetensi







PEMERINTAH PRbVINSI MALUKU

INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Raya Pattimura Nomor 1 Ambon, 97124 Telp/Fax (0911) 353377
Website: , Email: inspektorat@malukuprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS TENAGA KERJA dan TRANSMIGRASI PROVINSI MALUKU
TAHUN ANGGARAN 2021

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Provinsi Maluku sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja.
Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung
jawab Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Provinsi Maluku
Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah
disajikan secara akurat, andal, dan valid.
Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan
perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan
kinerja ini.
4?12_25’ 18 Maret 2022
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